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ABSTRAK 

 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang  Perubahan Kedua 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur terhadap 

tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Diterapkannya sanksi baru berupa 

pengumuman identitas pelaku, tindakan kebiri serta pemasangan alat chip dengan beberapa 

ketentuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu 

Nomor 1 Tahun 2016 tersebut. Penerapan sanksi pidana berupa kebiri kimia didapati setelah 

pelaku menjalani pidana pokok. Dalam penerapannya, tindakan kebiri kimia dianggap tidak 

sesuai dengan adanya definsi dari teori gabungan dimana sanksi pidana bertujuan untuk 

membuat pelaku dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan 

tindakan dari kebiri kimia itu sendiri yang dianggap suatu penyiksaan dengan penyuntikkan 

zat tertentu kepada pelaku kejahatan. 

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian normatif, dan metode pendekatan yang 

digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan serta 

menggunakan metode analisis desktriptif. Bahan hukum yang digunakan berupa buku, artikel 

tentang kebiri kimia dan pendapat dari para ahli hukum.  

Penerapan tindakan kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 

dianggap tidak pantas karena lebih bersifat penyiksaan terhadap pelaku kejahatan serta 

membahayakan bagi kondisi tubuh pelaku. Dalam pemberlakuan tindakan kebiri kimia, bagi 

aparat penegak hukum harus berdasarkan pada tujuan pemidanaan yang tepat. Hal ini 

dikarenakan dalam tujuan pemidanaan terdapat teori gabungan dengan tujuan untuk 

memberikan suatu bentuk upaya berupa pembalasan serta membuat pelaku menjadi jera, 

bertaubat, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya kembali dan dapat diterima kembali di 

lingkungan masyarakat. 
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 ABSTRACT 

 

 The passing of Law Number 17 of 2016 concerning the Establishment of Government 

Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment of Law 

Number 23 of 2002 concerning Child Protection has regulated criminal acts of sexual 

violence against children. The imposition of new sanctions in the form of the announcement of 

the identity of the perpetrator, castration and the installation of chip tools with several 

provisions regulated in Law Number 17 of 2016 concerning the stipulation of the Perppu 

Number 1 of 2016. The application of criminal sanctions in the form of chemical castration 

was found after the perpetrator had served the main crime. In its application, the act of 

chemical castration is considered incompatible with the definition of a combined theory where 

criminal sanctions aim to make the perpetrator be accepted back in the community. This is 

evidenced by the act of chemical castration itself which is considered torture by injecting 

certain substances into the perpetrators of the crime. 

 The writing of this thesis uses normative research, and the approach method used is the 

statutory approach and the comparative approach and uses descriptive analysis methods. The 

legal materials used are in the form of books, articles about chemical castration and opinions 

from legal experts. 

 The application of chemical castration based on Law Number 17 of 2016 is considered 

inappropriate because it is more of a torture for the perpetrator of the crime and endangers 

the condition of the perpetrator's body. In the application of chemical castration, law 

enforcement officials must be based on the objective of the correct punishment. This is 

because in the purpose of punishment there is a combined theory with the aim of providing a 

form of effort in the form of retaliation and making the perpetrator deterred, repenting, and 

not repeating his actions again and can be accepted back in the community. 
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